KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN PROGRAM INDONESIA PINTAR BAGI
PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas penyaluran Program
Indonesia Pintar bagi peserta didik pada Satuan
Pendidikan Keagamaan Kristen Tahun 2025, perlu
ditetapkan petunjuk teknis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Program Indonesia Pintar bagi Peserta
Didik pada Satuan Pendididikan Keagamaan Kristen
Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor



Menetapkan

KESATU

10.

5

14.

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang
Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 342);

Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);

Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 547) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 886);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,
serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015
tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
1070);

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia
Pintar Pada Kementerian Agama sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 258
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENYALURAN PROGRAM INDONESIA PINTAR BAGI
PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
KRISTEN TAHUN 2025.

Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Program Indonesia
Pintar bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan
Keagamaan Kristen Tahun 2025 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.



KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU digunakan sebagai acuan dalam perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan dan evaluasi
penyaluran Program Indonesia Pintar pada Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2025.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2025
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
PROGRAM INDONESIA PINTAR BAGI
PESERTA DIDIK PADA SATUAN
PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN

TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 2014 telah mengisntruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga
Negara dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program
Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS),
Program Indonesia Sehat (PIS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).Untuk
pencapaian tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah proaktif
lembaga dan institusi terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan
kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk
meningkatkan efektifitas dan efisiensi program untuk mencapai tujuan.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen melalui
Direktorat Pendidikan Kristen sesuai dengan tugas, fungsi dan
kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Peraturan menteri
Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama, melaksanakan Program Indonesia Pintar dengan
tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21
tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat status
pendidikan menengah dan mencegah peserta didik dari kemungkinan
putus sekolah (drop out).

Dalam upaya meningkatkan akses pendidikan kepada masyarakat
khususnya pada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang
mampu, pemerintah melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP)
sebagai penyempurnaan dari Program Bantuan Peserta didik Miskin
(BSM). Program Indonesia Pintar merupakan pemberian bantuan tunai
pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga penerima Kartu
Keluarga Sejahtera (KKS), atau yang memenuhi kriteria sebagaimana
ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar ditandai dengan
pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak usia sekolah dari
keluarga kurang mampu penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Kartu tersebut sebagai identitas/penanda untuk mendapatkan manfaat
Program Indonesia Pintar dan hal ini hanya akan diperoleh apabila anak
tersebut mendaftar di SD, SMP, SMA/SMK, Kelompok Belajar (Kejar
Paket A/B/C), lembaga pelatihan atau kursus.

Penerima KIP adalah anak usia 6-21 tahun yang bersekolah
maupun tidak bersekolah, yang berasal dari keluarga penerima KKS
atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya anak-
anak usia sekolah dari rumah tangga miskin dan rentan kemiskinan
sesuai kuota dan pagu anggaran yang tersedia. Penyaluran manfaat
Program Indonesia Pintar dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagai
penyelenggara pendidikan pada tingkat Pendidikan dasar dan menengah
turut mengambil bagian dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar
bagi sekolah-sekolah yang ada dalam binaannya yaitu SDTK, SMPTK,



SMTK, SMAK. Dengan penyaluran manfaat Program Indonesia Pintar
diharapkan dapat membantu mengurangi kemungkinan peserta didik
tidak dapat melanjutkan sekolah (drop-out) karena ketidaktersediaan
biaya. Disamping itu juga untuk memastikan agar peserta didik dari
keluarga miskin dan rentan kemiskinan yang berada pada periode
transisi (antar jenjang kelas dan jenjang pendidikan seperti dari SDTK
ke SMPTK lanjut ke SMTK atau SMAK) dapat terus melanjutkan sekolah

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Petunjuk Teknis Penyaluran Program Indonesia Pintar bagi Peserta

Didik pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen ini dimaksudkan
sebagai panduan bagi para pihak yang terlibat dalam penyaluran
Program Indonesia Pintar Tahun 2025 untuk melaksanakan tugas
dan tanggung jawab secara benar dan terarah.

2. Tuyjuan
Petunjuk Teknis ini mempunyai tujuan:

a. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyaluran
Program Indonesia Pintar bagi Peserta Didik pada Satuan
Pendidikan Keagamaan Kristen tahun 2025; dan

b. memperlancar proses pelaksanaan Program Indonesia Pintar
bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Keagamaan
Kristen Tahun 2025 agar tepat prosedur, tepat waktu, dan
tepat sasaran.

Ruang lingkup

Ruang lingkup dalam Petunjuk Teknis ini meliputi:
1. perencanaan,

2. pelaksanaan; dan

3. pemantauan dan evaluasi.

Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah
bantuan berupa uang tunai dari Pemerintah yang diberikan kepada
peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin
dalam membiayai pendidikan;

2. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen untuk
selanjutnya disebut Ditjen Bimas Kristen adalah unsur pelaksana
dibawah menteri dan bertanggung jawab kepada menteri, dipimpin
oleh seorang Direktur Jenderal. Tugas Ditjen Bimas Kristen adalah
menyelenggarakan perumusan serta melaksanakan kebijakan,
pembinaan dan standarisasi teknis di bidang Pendidikan agama
dan keagamaan Kristen berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
oleh Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

3. Direktorat Pendidikan Kristen adalah salah satu unit eselon II
dibawah Ditjen Bimas Kristen yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, standardisasi, bimbinganteknis dan evaluasi serta
pengawasan di bidang pendidikan agama dan keagamaan kristen
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen selanjutnya
disingkat Dirjen adalah pimpinan tertinggi pada Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Kristen dan;
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Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang
tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;

Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen selanjutnya disebut SPKK
adalah satuan pendidikan keagamaan formal tingkat dasar dan
menengah dalam  binaan Kementerian = Agama  yang
menyelenggarakan pendidikan dengan memadukan ilmu
keagamaan Kristen dan ilmu umum;

Sekolah Dasar Teologi Kristen yang selanjutnya disebut SDTK
adalah satuan pendidikan formal Keagamaan Kristen setara dengan
Sekolah Dasar/SD dan/atau yang sederajat yang mengintegrasikan
mata pelajaran pendidikan umum dengan mata pelajaran
pendidikan keagamaan Kristen.

Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen yang selanjutnya
disebut SMPTK adalah satuan pendidikan formal Keagamaan
Kristen setara dengan Sekolah Menengah Pertama/SMP dan/atau
yang sederajat yang mengintegrasikan mata pelajaran pendidikan
umum dengan mata pelajaran pendidikan keagamaan Kristen
Sekolah Menengah Teologi Kristen yang selanjutnya disebut SMTK
adalah adalah satuan pendidikan formal Keagamaan Kristen setara
dengan Sekolah Menengah Atas/SMA/SMK dan/atau yang
sederajat yang mengintegrasikan mata pelajaran pendidikan umum
dengan mata pelajaran pendidikan keagamaan Kristen.

Sekolah Menengah Agama Kristen yang selanjutnya disebut SMAK
adalah satuan pendidikan formal setara dengan Sekolah Menengah
Atas (SMA) yang mengintegrasikan mata pelajaran pendidikan
keagamaan Kristen dan mata pelajaran umum.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya
disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Negara yang berada dibawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan sebagai Bendahara
Umum Negara disingkat BUN.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada
kementerian/lembaga bersangkutan. Pengguna Anggaran apda
Kementerian Agama adalah Menteri Agama.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran
pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan;

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban APBN,;

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya
disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh
KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan
Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar;

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan
pembayaran tagihan kepada negara;

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat
sebagai SPM adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh
PPSPM kepada Pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat

keputusan;
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Surat Perntah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa
BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN
berdasarkan SPM.

Kartu Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS dan
Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat KKS adalah
kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia melalui
Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rangka program
percepatan dan perluasan sosial yang bertujuan untuk
menyalurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah
program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga
miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat.

BAB II
PERENCANAAN

Tujuan Program
Program Indonesia Pintar adalah salah satu program perlindungan

sosial nasional yang bertujuan untuk:

1.
2.

meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah,;
meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai
dengan menurunnya angka putus sekolah dan bertambahnya
angka melanjutkan sekolah;

menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok
masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk
miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan,
antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah;
meningkatkan kesiapan peserta didik pendidikan menengah untuk
memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan
tinggi; dan

meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan
21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan
sampai tamat pada satuan pendidikan keagamaan Kristen untuk
mendukung pendidikan universal/rintisan wajib belajar 12 (dua
belas) tahun.

Penetapan Kuota PIP
Penetapan Kuota PIP dilakukan pada:

1.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

a. kuota penerima manfaat PIP pada Kantor Wilayah Kementerian
Agama provinsi ditetapkan Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Kristen berdasarkan jumlah kuota Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen yang telah mendapat
persetujuan dari Bappenas dengan mempertimbangkan usulan
yang disampaikan masing-masing provinsi;

b. kuota tersebut meliputi kuota untuk peserta didik, dengan
memprioritaskan jumlah peserta yang menerima PIP dan orang
tua peserta didik yang memiliki KKS/KPS dan PKH; dan

c. kuota penerima manfaat PIP untuk peserta didik pada sekolah
SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK dialokasikan pada daftar isian
pelaksanaan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama

provinsi.



Kanwil Kementerian Agama Provinsi

a. kuota penerima manfaat PIP pada tingkat provinsi ditetapkan
oleh kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi
berdasarkan jumlah kuota yang telah dialokasikan Ditjen Bimas
Kristen dengan mempertimbangkan usulan yang disampaikan
Kepala SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK;

. kuota tersebut meliputi kuota untuk peserta didik pada SDTK,
SMPTK, SMTK, dan SMAK, dengan memprioritaskan jumlah
peserta didik yang menerima PIP dan orang tua peserta didik
yang memiliki KKS/KPS dan PKH.

. Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi mengalokasikan
kuota penerima manfaat PIP untuk peserta didik SDTK, SMPTK,
SMTK, dan SMAK pada daftar isian pelaksanaan anggaran
Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dengan
memprioritaskan jumlah peserta didik yang menerima PIP dan

orang tua peserta didik yang memiliki KKS/KPS dan PKH.

C. Besaran dan Peruntukan

1. Besaran PIP

a. Peserta didik pada satuan pendidikan SDTK, SMPTK, SMTK,

SMAK yang memenuhi

kriteria menjadi

sasaran Program

Indonesia Pintar dengan besaran sebagai berikut:

Besaran Dana pada

Besaran Dana pada

No| Jenjang Tahun Pelajaran Tahun Pelajaran
Semester Genap Semester Ganjil
1.| SDTK Peserta Didik Kelas VI | Peserta Didik Kelas I
diberikan dana untuk | diberikan dana untuk
satu semester sebesar | satu semester sebesar
Rp 225.000,00; Rp 225.000,00;
Peserta Didik Kelas I, Peserta Didik Kelas II,
II, III, IVdan V III, IV, V, dan VI yang
diberikan dana memenuhi
sebesar Rp persyaratan tetapi
450.000,00 belum menerima
pada semester genap
diberikan dana
sebesar Rp
450.000,00.
2.1 SMPTK | Peserta Didik Kelas IX | Peserta Didik Kelas
diberikan dana untuk | VII

satu semester sebesar
Rp 375.000,00;

Peserta Didik Kelas
VII dan VIII diberikan
dana sebesar Rp
750.000,00.

diberikan dana untuk
satu semester sebesar
Rp 375.000,00;

Peserta Didik Kelas
VIII dan IX yang
memenuhi
persyaratan tetapi
belum menerima
pada semester genap
diberikan dana
sebesar Rp
750.000,00.




Besaran Dana pada

Besaran Dana pada

No| Jenjang Tahun Pelajaran Tahun Pelajaran
Semester Genap Semester Ganjil
3.| SMTK/ | Peserta Didik Kelas Peserta Didik Kelas X
SMAK | XII diberikan dana diberikan daria untuk

untuk satu semester

satu semester sebesar

sebesar Rp Rp 900.000,00.
900.000,00.

Peserta Didik Kelas XI
Peserta Didik Kelas X | dan XII yang
dan XI diberikan dana | memenuhi
sebesar Rp persyaratan tetapi
1.800.000,00 belum menerima

pada semester genap
diberikan dana
sebesar Rp
1.800.000,00.

b. Adapun dalam pencairan Dana PIP tidak sesuai dengan nominal

yang tertera diatas maka dapat menyesuaikan pada Pagu
Anggaran Tahun 2025 yang tersedia pada masing-masing satuan
kerja di daerah masing-masing.

2. Peruntukan
Bantuan PIP sebagaimana dimaksud diatas digunakan untuk

memenuhi kebutuhan personal peserta didik antara lain:

a.
b.

o0

£.

pembelian buku/kitab dan alat tulis;

pakaian/seragam dan alat perlengkapan pendidikan seperti
tas, sepatu, dan sejenisnya;

biaya transportasi;

iuran bulanan;

biaya kursus/pelatihan tambahan;

uang saku; dan/atau

keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan.

Pihak sekolah ikut mengawasi penggunaan manfaat Program
Indonesia Pintar sesuai peruntukannya.

Bentuk Bantuan PIP
Bantuan Sosial PIP berupa uang yang disalurkan non tunai oleh bank

penyalur

melalui rekening penerima sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan penerima bantuan akan
mendapatkan buku tabungan dan kartu anjungan tunai mandiri (ATM)

dari bank penyalur.

Sasaran dan Kriteria Penerima Manfaat PIP
1. Sasaran Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar :

a0 o

Peserta didik pada SDTK;
Peserta didik pada SMPTK;
Peserta didik pada SMTK
Peserta didik pada SMAK.



2. Kriteria:
a. Penerima adalah Peserta didik yang berasal dari keluarga

pemegang Kartu Keluarga Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga
Sejahtera (KPS/KKS) dan/atau peserta Program Keluarga
Harapan (PKH) dan/atau tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia;

b. Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada poin a, apabila kuota
masih tersedia, Kepala Sekolah bersama dengan Komite Sekolah
dapat mengusulkan peserta didik lain yang dianggap pantas dan
berhak mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar dengan
memenubhi kriteria paling sedikit:

1) Peserta didik dari keluarga kurang mampu dan atau telah
ditetapkan sebagai penerima manfaat BSM/PIP serta
memiliki SKRTM atau SKT atau SKKM dari
Kelurahan/Desa;

2) Peserta didik dari keluarga tidak mampu yang memiliki
SKRTM atau SKT atau SKKM dari Kelurahan/Desa yang
berasal dari Panti Sosial/Panti Asuhan/yang dikelola oleh
Kementerian Sosial dibuktikan dengan Surat Keterangan
dari Panti Sosial/Asuhan;

c. Peserta didik yang menjadi korban musibah bencana alam
dibuktikan dengan Surat Keterangan Terkena Musibah dari
kelurahan/desa/sekolah;

d. Pertimbangan lain peserta didik aktif berasal dari keluarga tidak
mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu
dari kelurahan/desa/sekolah dengan kriteria:

1) berada di asrama;

2) mengalami kelainan fisik; dan/atau

3) yatim dan atau piatu.

3. Peserta didik dari keluarga tidak mampu yang berasal dari provinsi
Papua dan Papua Barat dapat diprioritaskan menerima manfaat PIP
tanpa memiliki kartu Indonesia pintar/KKS/KPS atau peserta
program PKH dibuktikan dengan SKRTM/SKTM/SKMM dari
kelurahan/desa/sekolah.

4. Berada pada usia sekolah 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua
puluh satu) tahun.

Bagi anak usia sekolah 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua

puluh satu) tahun penerima manfaat PIP yang tidak terdaftar di

sekolah (putus sekolah) untuk mendapatkan manfaat PIP harus

mendaftarkan diri kembali ke sekolah sebelum menerima manfaat.

5. Persyaratan Sekolah
Sekolah (SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK) yang telah memiliki izin
penyelenggaraan dari Ditjen Bimas Kristen.
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BAB III
PELAKSANAAN

A. Penetapan Penerima PIP

1)

SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK

a. Menginformasikan kepada peserta didik yang memiliki KIP untuk
segera melapor ke sekolah dengan membawa salinan /fotokopi
KIP dan melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK). Jika tidak
memiliki KK dapat membawa surat keterangan dari Kepala
Desa/Kelurahan setempat yang menerangkan bahwa peserta
didik adalah anggota keluarga (anak/cucu) dari orang tua yang
tercantum namanya di KPS/KKS/PKH.

b. Menginformasikan kepada peserta didik yang tidak memiliki KIP
tetapi orang tuanya memiliki KKS/KPS atau PKH baik yang
sudah menerima BSM/PIP ataupun yang belum menerima untuk
membawa salinan KKS/KPS/PKH ke sekolah beserta bukti
tambahan seperti Kartu Keluarga. Apabila tidak memiliki KK
dapat membawa surat keterangan dari Kepala Desa/ Kelurahan
setempat yang menerangkan bahwa peserta didik adalah anggota
keluarga (anak/cucu) dari orangtua yang tercantum namanya di
KPS/KKS/PKH.

c. Melakukan rekapitulasi
1) peserta didik yang telah melaporkan KIP/KKS/KPS/PKH; dan
2) peserta didik yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur

dalam BAB II huruf E angka 2 poin b sesuai dengan kuota
yang ada dengan melampirkan SKTM/SKRTM/SKKM untuk
usulan awal.

d. Apabila pendataan pengusulan peserta didik yang memiliki
KIP/KKS/KPS/PKH telah selesai dan kuota masih tersedia,
sekolah dapat mengusulkan calon penerima manfaat Program
Indonesia Pintar melalui Format Usulan Sekolah (FUS) dari
peserta didik yang berasal dari panti sosial/panti asuhan yang
dikelola oleh Kementerian Sosial, peserta didik yatim dan/piatu,
peserta didik dari Rumah Tangga pemegang SKRTM atau SKTM
atau SKKM dari Kelurahan/Desa atau pertimbangan lain sesuai
kriteria di atas Membuat pengumuman penerima manfaat
Program Indonesia Pintar apabila telah menerima salinan
keputusan peserta didik penerima manfaat PIP.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Apabila anggaran PIP untuk peserta didik SDTK, SMPTK, SMTK

dan SMAK dialokasikan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi, maka yang dilakukan adalah:

a. Merekapitulasi usulan peserta didik SDTK, SMPTK, SMTK dan
SMAK calon penerima Program Indonesia Pintar dari Kepala
Sekolah SDTK, SMPTK dan SMTK

b. Menerbitkan SK Penetapan Penerima Program Indonesia Pintar.
Surat Keputusan tersebut ditanda tangani Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran
dan paling sedikit memuat:

1) Identitas peserta didik penerima PIP;
2) Nilai uang PIP; dan
3) Nomor rekening peserta didik penerima PIP.

c. Kanwil Kemenag Provinsi melakukan revisi anggaran apabila
masih terdapat peserta didik SDTK, SMPTK, SMTK, dan SMAK
penerima PIP atau yang orang tuanya memiliki KKS/KPS/PKH



tetapi belum masuk ke dalam usulan peserta didik calon
penerima manfaat Program Indonesia Pintar.

d. Mengirim seluruh salinan form kepada Direktur Jenderal Bimas
Kristen c.q. Direktur Pendidikan Kristen dalam bentuk soft file
melalui kanal elektronik yang disediakan sebagai database
peserta didik penerima manfaat PIP pada Kementerian Agama.

Pembatalan Penerima Manfaat PIP

Pemberian manfaat PIP dapat dibatalkan jika peserta didik:

meninggal dunia,

berhenti sekolah;

mengundurkan diri sebagai penerima manfaat PIP;

telah didakwa dan terbukti melakukan tindakan kriminal dan/atau
perbuatan asusila;

mengkonsumsi minuman keras/narkoba atau sejenisnya; dan
tidak lagi masuk dalam kriteria peserta didik miskin.

=g
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Kepala Sekolah SDTK, SMPTK, SMTK, dan SMAK berwenang
membatalkan calon penerima manfaat PIP serta memilih peserta didik
penggantinya bila masih terdapat peserta didik miskin sesuai dengan
kriteria yang ditentukan. Mekanisme penggantian dilakukan dengan
persetujuan komite sekolah. Untuk SDTK, SMPTK, SMTK, dan SMAK
usulan pengganti tersebut harus segera dikirimkan ke Kabid /Pembimas
Kristen pada Kanwil Kementerian Agama provinsi untuk segera
diterbitkan Keputusan Pengganti. Keputusan Pengganti tersebut
dijadikan dasar bagi sekolah untuk pengalihan penyaluran manfaat PIP
ke peserta didik yang lain.

Mekanisme Penyaluran Manfaat Program Indonesia Pintar
1. Mekanisme pencairan PIP
Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi atau Kantor
Kementerian Agama kabupaten/kota yang memiliki alokasi
anggaran PIP mencairkan anggaran tersebut sesuai dengan
mekanisme yang berlaku.
2. Mekanisme penyaluran manfaat PIP
a. Kas Negara ke rekening penerima bantuan sosial
Dalam hal ini dana dari daftar isian pelaksanan anggaran satuan
kerja oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
langsung ditransfer ke rekening peserta didik penerima manfaat
PIP. Rekening peserta didik berupa rekening penerima bantuan
atau uang elektronik.
b. Kas Negara ke rekening bank/pos penyalur
Dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuka
rekening pada bank/pos penyalur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
3. Kerja Sama
Kontrak/perjanjian kerja sama tersebut paling sedikit memuat:
a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
b. tata cara dan syarat penyaluran dana PIP dalam bentuk uang
yang diberikan langsung kepada penerima:

1. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk
menyalurkan dana PIP dalam bentuk uang kepada penerima
bantuan sosial paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak dana PIP ditransfer dari kas negara ke rekening
Bank/Pos Penyalur.



2.

pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur bahwa sisa
dana PIP dalam bentuk uang pada Bank/Pos Penyalur yang
tidak tersalurkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender harus disetor ke Kas Negara pada hari kerja

berikutnya.

c. Tata cara dan syarat penyaluran dana PIP dalam bentuk uang
melalui rekening penerima atau uang elektronik:

1

10.

pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk
menyalurkan dana PIP dalam bentuk uang melalui rekening
penerima atau uang elektronik paling lama 15 (lima belas)
hari kalender sejak dana PIP ditransfer dari kas negara ke
rekening Bank/Pos Penyalur;

pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk
menyetorkan ke Kas Negara terhadap dana PIP yang
disalurkan melalui rekening penerima atau uang elektronik
yang tidak terjadi transaksi/tidak dipergunakan paling
lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya surat
perintah penyetoran dari PPK;

pernyataan  kewajiban Bank/Pos Penyalur untuk
menyampaikan laporan penyaluran dana PIP secara berkala
kepada PPK;

pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk
menyetorkan bunga dan jasa giro pada Bank/Pos Penyalur
yang timbul dalam rangka kegiatan penyaluran dana PIP ke
kas negara;

pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk
menyetorkan sisa dana PIP yang tidak tersalurkan sampai
dengan akhir tahun anggaran berjalan ke kas negara;
pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk
menyediakan sistem informasi penyaluran dana PIP yang
dapat diakses oleh KPA/PPK;

ketentuan mengenai sanksi terhadap salah satu pihak yang
dikenakan melanggar kontrak/kerja sama yang antara lain
memuat denda kepada Bank/Pos Penyalur dalam hal terjadi
keterlambatan penyaluran yang besarannya disepakati oleh
kedua belah pihak;

tidak diperkenankan mencantumkan klausul potongan atau
pungutan terhadap penerima dana PIP;

apabila Bank/Pos Penyalur memperkirakan tidak dapat
menyalurkan dana PIP sesuai dengan jangka waktu yang
diatur dalam kontrak/kerjasama maka segera mengajukan
permohonan perpanjangan waktu penyaluran dana PIP ke
PPK disertai penjelasannya. Selanjutnya oleh PPK dianalisa
dan apabila terdapat cukup alasan kemudian diajukan
permohonan dispensasi perpanjangan waktu penyaluran
dana PIP ke Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian
Keuangan,;

persetujuan dispensasi perpanjangan waktu penyaluran
dana PIP dari Direktur Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan tidak dapat melampaui batas akhir
tahun anggaran.



D.

Tahapan Penyaluran Manfaat PIP
Adapun tahapan proses penyaluran dana PIP melalui Bank/Pos

penyalur dengan menggunakan rekening adalah sebagai berikut:

I

Pembayaran langsung dari kas negara ke rekening penerima

manfaat PIP, dengan kriteria:

a. memastikan peserta didik yang telah ditetapkan sebagai
penerima manfaat PIP telah memiliki rekening pada bank.

b. mengajukan SPM ke KPPN setempat disertai salinan SK
Penetapan Penerima manfaat Program Indonesia Pintar
serta rekapitulasi penerima manfaat tersebut.

c. KPPN mentransfer dana Program Indonesia Pintar ke
rekening peserta didik.

Pembayaran langsung dari kas negara ke rekening bank/pos

penyalur pencairan dana PIP dapat dilakukan dengan

menggunakan mekanisme pembayaran langsung ke rekening
penyalur paling sedikit memenuhi salah satu kriteria, meliputi:

a. memastikan peserta didik telah memiliki rekening pada
Bank/Pos Penyalur. Bagi peserta didik yang belum memiliki
rekening dapat membuat rekening pada Bank/Pos Penyalur
secara mandiri atau dapat dibuat secara kolektif oleh
satuan kerja yang telah memiliki perjanjian kerjasama
dengan Bank/Pos penyalur dalam penyaluran manfaat
Program Indonesia Pintar.

b. bagi peserta didik yang sudah memiliki rekening namun
berbeda dengan bank penyalur, dapat dibuatkan rekening
baru yang sama dengan bank penyalur.

c. membuat dokumen pengajuan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dilampiri surat persetujuan penggunaan
rekening penyalur dan daftar peserta didik penerima
manfaat PIP. Dalam hal proses pengajuan Surat Perintah
Membayar (SPM), pencantuman nomor rekening
menggunakan nomor rekening penyaluran manfaat PIP
satuan kerja sambil menunggu proses penerbitan rekening
selesai.

d. mengajukan SPM ke KPPN disertai surat izin yang
dikeluarkan Kementerian Keuangan.

e. KPPN menyalurkan manfaat PIP ke rekening penyalur
Bank/Pos Penyalur.

f. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor
Kemenag Kabupaten/Kota/SDTK, SMPTK, SMTK dan
SMAK menyampaikan daftar peserta didik penerima
manfaat Program Indonesia Pintar ke Bank/lembaga
Penyalur.

g. Bank/lembaga penyalur menyalurkan manfaat Program
Indonesia Pintar ke rekening peserta didik atau
menyerahkan secara tunai ke peserta didik. Proses
penyaluran manfaat dari rekening penyalur ke rekening
peserta didik maksimal 15 hari sejak manfaat diterima dan
dibukukan di rekening penyalur. Sedang penyerahan
secara tunai langsung ke peserta didik maksimal 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak dana PIP ditransfer dari Kas
Negara ke rekening Bank/Pos Penyalur.

h. Bila manfaat Program Indonesia Pintar tidak disalurkan
dalam batas waktu tersebut, manfaat harus dikembalikan
ke kas negara, untuk diajukan kembali sisa manfaat
tersebut sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.



i. Bank/lembaga Penyalur melaporkan penyaluran manfaat
Program Indonesia Pintar secara berkala kepada Satuan
Kerja sesuai perjanjian kerjasama.

j-  Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
menyampaikan informasi kepada sekolah tentang daftar
peserta didik penerima manfaat Program Indonesia Pintar.

Skema Penyaluran Program Indonesia Pintar

Direktorat Jenderal Bimas Kristen
cq. Direktorat Pendidikan Kristen

B
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Manfaat Program
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Keterangan:
Sfumnenansansunann - Usulan Peserta didik Calon Penerima Manfaat PIP

= + = « =+ = : Informasi Penyaluran Manfaat PIP
______ : SK Penetapan Peserta didik Penerima manfaat PIP

: Penyaluran Manfaat PIP

E. Pengambilan Manfaat
Manfaat Program Program Indonesia Pintar diberikan kepada peserta
didik sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Dalam pengambilan
manfaat tersebut, peserta didik mendatangi Bank/lembaga Penyalur
terdekat dengan ditemani orangtua/guru bila diperlukan. Satker yang
menyalurkan manfaat Program Indonesia Pintar dengan menggunakan
Bank/lembaga Penyalur, manfaat dapat diberikan secara tunai oleh
petugas Bank/lembaga penyalur sesuai dengan perjanjian kerjasama
yang disetujui. Pengambilan manfaat dapat dilakukan secara kolektif
dengan memberikan kuasa kepada sekolah apabila mengalami kendala:
1. Bank/lembaga penyalur berada jauh dari sekolah/rumah peserta
didik sehingga membutuhkan biaya yang terlalu mahal,
2. Faktor geografis daerah yang dapat mengancam keselamatan
menuju Bank/lembaga Penyalur.
Pihak SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK selaku penerima kuasa harus
segera menyerahkan manfaat Program Indonesia Pintar kepada peserta
didik atau orang tua yang bersangkutan dan membuat daftar
penerimaan pengambilan manfaat tersebut sesuai dengan jumlah yang
seharusnya diterima oleh masing-masing peserta didik/orangtua dan
ditandatangani peserta didik atau orang tua sebagai bukti penerimaan.



BAB IV
TIM PELAKSANA PROGRAM INDONESIA PINTAR

Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Program Indonesia Pintar
maka perlu dibentuk Tim Pelaksana yang terdiri dari:

A. Tingkat Pusat

1

Tim Pelaksana

Terdiri atas unsur Direktorat Pendidikan Kristen pada Direktorat

Jenderal Bimas Kristen yaitu:

a. Direktur Pendidikan Kristen;

b. Kepala Sub Direktorat Pendidikan Dasar;

c. Kepala Sub Direktorat Pendidikan Menengah;

d. ASN pada Sub Direktorat Pendidikan Dasar dengan tusi jabatan
terkait; dan

e. ASN pada Sub Direktorat Pendidikan Menengah dengan tusi
jabatan terkait.

Tugas Tim

a. Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Program Indonesia
Pintar Tingkat Provinsi;

b. Melakukan pembinaan dan sosialisasi ke Kanwil Kementerian
Agama Provinsi tentang Program Indonesia Pintar dengan
mekanisme Penetapan Sasaran Berbasis Rumah Tangga, melalui
pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga
Sejahtera (KKS)/KPS yang diberikan kepada rumah tangga
miskin dan rentan;

c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan
pertanggungjawaban Program Indonesia Pintar;

d. Menyusun laporan dan realisasi Program Indonesia Pintar;

e. Melaporkan pelaksanaan dan realisasi Program Indonesia Pintar
kepada Dirjen Bimas Kristen dan kepada instansi terkait;

f. Berkoordinasi dengan instansi/pihak terkait;

g. Mengelola Program Indonesia Pintar secara akuntabel dan
transparan;

h. Memberikan pelayanan dan penanganan atas pengaduan yang
disampaikan masyarakat.

Alamat Pengaduan

Alamat Pengaduan Program Indonesia Pintar Tingkat Pusat Ditjen

Bimas Kristen Kementerian Agama c.q. Direktur Pendidikan

Kristen di Jalan M.H. Thamrin No. 6 Jakarta lantai 11, dan atau

pada laman: http://simdumas.kemenag.go.id, dan atau dengan

kanal media elektronik lainnya yang tersedia

B. Tingkat Provinsi

1,

Tim Pelaksana

Terdiri atas unsur Kabid/Pembimas Kristen pada Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi, yaitu:

a. Kepala Bidang Bimas Kristen/Kepala Bidang Pendidikan
Kristen/pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
dan

b. Pembimas Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi.



Tugas Tim

a.Melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah SDTK, SMPTK,
SMTK dan SMAK.

b.Menyalurkan manfaat Program Indonesia Pintar apabila
anggaran terdapat pada DIPA Kanwil Kementerian Agama

Provinsi.
c. Menyusun laporan pelaksanaan dan realisasi Program Indonesia

Pintar.

d.Melaporkan pelaksanaan dan realisasi Program Indonesia Pintar
kepada Direktur Pendidikan Kristen.

e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Program Indonesia Pintar.

f. Memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat.

g. Mengelola program secara bertanggungjawab dan transparan.

h.Memberikan pelayanan dan penanganan atas pengaduan yang
disampaikan masyarakat.

i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program
Indonesia Pintar tingkat kabupaten/kota dan menyerahkan hasil
monitoring dan evaluasi ke Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi.

j. Memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat.

k.Mengelola program secara bertanggungjawab dan transparan.

l. Memberikan pelayanan dan penanganan atas pengaduan yang
disampaikan masyarakat.

C. Tingkat Satuan Pendidikan

1

Tim Pelaksana

Terdiri atas unsur SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK, yaitu:

a. Kepala SDTK;

b. Kepala SMPTK;

c. Kepala SMTK;

d. Kepala SMAK.

Tugas Tim

a. Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Program Indonesia
Pintar Tingkat Provinsi.

b. Mensosialisasikan Program Indonesia Pintar dengan mekanisme
Penetapan Sasaran Berbasis Rumah Tangga, melalui pemberian
Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera
(KKS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diberikan kepada
rumah tangga miskin dan rentan kepada peserta didik dan
orangtua.

c. Mengadakan seleksi calon penerima manfaat Program ndonesia
Pintar sesuai kriteria dan ketentuan.

d. Mendata calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar.

e. Membuat surat penetapan usulan calon penerima manfaat
Program Indonesia Pintar yang berasal dari KIP, KKS/KPS serta
kriteria lainnya.

f. Mengirim seluruh salinan form usulan calon penerima ke Kantor
Wilayah Kemenag Provinsi.



BAB V
PELAPORAN

Pelaporan
Pelaporan disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan Program Indonesia Pintar dan dibuat oleh:

1.

Peserta didik
Peserta didik melaporkan kepada kepala sekolah tentang

penerimaan dan pemanfaatan dana Program Indoensia Pintar

(PIP).

Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen

Kepala SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK membuat laporan tentang

penerimaan manfaat Program Indonesia Pintar kepada

Kabid /Pembimas Kristen mencakup:

a. Kuota penerima manfaat Program Indonesia Pintar dan alokasi

anggaran;

b. Data peserta didik calon penerima manfaat Program Indonesia

Pintar;

c. Realisasi penerimaan manfaat Program Indonesia Pintar yang
menjelaskan tentang jumlah peserta didik yang menerima
manfaat beserta jumlah manfaat yang telah diterima.

. Rekapitulasi Laporan Penerima Dana PIP.

Salinan SP2D.

Salinan SK Penerima manfaat Program Indonesia Pintar.

Sampel fotocopy buku rekening penerima Program Indonesia

Pintar atau bukti tanda terima lainnya.

Keterangan:

1) Realisasi penyaluran manfaat Program Indonesia Pintar yang
menjelaskan tentang jumlah peserta didik yang menerima
manfaat beserta jumlah manfaat yang disalurkan secara rinci
perjenjang SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK.

2) Rekapitulasi Laporan Penerima Dana PIP yang telah
disampaikan oleh SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melaporkan

pelaksanaan PIP kepada Direktorat Pendidikan Kristen meliputi:

a. Kuota penerima dan alokasi anggaran Program Indonesia

Pintar SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK.

b. Data peserta didik dan realisasi penyaluran manfaat Program

Indonesia Pintar yang menjelaskan tentang jumlah peserta

didik yang menerima berikut jumlah manfaat yang diterima

(sekolah).

Salinan SK Penerima manfaat Program Indonesia Pintar.

RN R

C.

d. Rekapitulasi Laporan Penerima Dana PIP yang telah
disampaikan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

e. Salinan SP2D Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

f.  Sampel fotocopy buku rekening penerima manfaat Program

Indonesia Pintar, sampel salinan SP2D Kantor Kementerian
Agama Provinsi, atau bukti tanda terima lainnya.

g. Kendala dan permasalahan dan solusi yang sudah dilakukan.

Bank/Pos Penyalur

Bank/Pos Penyalur membuat laporan penyaluran manfaat

Program Indonesia Pintar yang berisi:

a. Jumlah peserta didik dan daya serap penyaluran manfaat
Program Indonesia Pintar secara berkala sesuai perjanjian
kerjasama.



b. Manfaat Program Indonesia Pintar yang belum tersalurkan.
c. Permasalahan-permasalahan dan saran-saran yang

berhubungan dengan penyaluran manfaat Program Indonesia

Pintar.
Direktorat Pendidikan Kristen
Direktorat Pendidikan Kristen merekap laporan dari Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi secara menyeluruh sebagai
pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan disampaikan

ke pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB VI
PEMANTAUA DAN EVALUASI

Pemantauan Program Indonesia Pintar bertujuan untuk mengetahui
pelaksanaan program sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan baik
jumlah sasaran, waktu dan manfaat. Hasil dari pemantauan digunakan

sebagai

bahan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui tingkat

keberhasilan dan kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan program sebagai
bahan pertimbangan pelaksanaan program tahun berikutnya yang disusun
dalam bentuk laporan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

B. Pemantauan
Pemantauan kegiatan Program Indonesia Pintar dilakukan oleh

Direktorat Pendidikan Kristen bersama dengan Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi.
Komponen pemantauan kegiatan PIP, meliputi:

a.
b.

| 8

£.

informasi Program Indonesia Pintar;

alokasi anggaran dan jumlah peserta didik penerima manfaat
Program Indonesia Pintar;

penentuan calon peserta didik penerima manfaat Program
Indonesia Pintar di SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK;

pengajuan usulan peserta didik penerima manfaat Program
Indonesia Pintar;

penyaluran dan pengambilan Program manfaat Indonesia Pintar
baik secara langsung ataupun melalui Bank/lembaga Penyalur;
realisasi pencairan manfaat Program Indonesia Pintar; dan

pelaporan.

C. Evaluasi
Evaluasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar dilakukan oleh

Direktorat Pendidikan Kristen serta Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi dan SDTK, SMPTK, SMTK, dan SMAK sebagai pelaksana
kegiatan berdasarkan:

S

Hasil pemantauan yang dilakukan;
Masukan mengenai pelaksanaan program,;
Laporan dari Bank/lembaga Penyalur; dan
Pengaduan atau laporan dari masyarakat.



BAB VII
PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyaluran Program Indonesia Pintar untuk Peserta Didik
pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen ini dibuat sebagai acuan dan
pedoman dalam penyaluran Program Indonesia Pintar.

-~ DIRBKTUR JENDERAL
/"~ BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

\. i
KLP JEANE MARIE TULUNG4
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